WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ©°¢ TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR KEBUTUHAN BELANJA PAKAIAN DINAS DAN PAKAIAN ADAT DAERAH WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :a. berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf g, Peraturan
Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. bahwa dalam rangka menunjang dan memfasilitasi
kegiatan belanja pakaian dinas dan pakaian adat
daerah bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Banjarmasin, agar tertib administrasi, transparan dan
dapat dipertanggung jawabkan;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Standar Kebutuhan Dalam Bentuk
Belanja Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Bagi
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 210, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);



Menetapkan :

KESATU

8.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin);
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019
Nomor 81)

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022);

MEMUTUSKAN:

Standar Kebutuhan Dalam Bentuk Belanja Pakaian
Dinas dan Pakaian Adat Daerah Bagi Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Banjarmasin, yang dimaksudkan untuk
menunjang kebutuhan terselenggaranya Penyediaan
Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Bagi Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, sesuai dengan
kapasitas jabatan dan atau kedudukannya dalam
pemerintahan.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Standar Kebutuhan Dalam Bentuk Belanja Pakaian
Dinas dan Pakaian Adat Daerah Bagi Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU terdiri dari :

belanja kebutuhan pakaian batik/sasirangan.
belanja kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH).
belanja kebutuhan Pakaian Dinas Upacara (PDU).
belanja kebutuhan Pakaian KORPRI.

belanja kebutuhan Pakaian Sipil Harian (PSH).
belanja kebutuhan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
belanja kebutuhan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
belanja kebutuhan Pakaian Adat Daerah Wali Kota
dan Wakil Wali Kota.

DRSO A0 TP

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kegiatan
Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini,
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ¢ Jccember
WALI KOTA BANJARMASIN

A

IBNU SINA



